
BUPATI WONOSOBO

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR ,, TAHUN acra

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TffONOSOBO NOMOR 3 TAI.IUN
2OL2 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI {HET} PUPUK
BERSUBSIDI UI{TUK SEIffOR PERTANIAN DI KABUPATEN WONOSOBO

TAI{UN ANGGARAN 2OL2

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,
a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Gubernur

Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2Al2 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9O Tahun z}fi
tentang Alokasi Dan Harga Eeeran Tertinggi (HETI Fupuk
Bersubsidi Untuk Selrtor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah
Tahun Angaran 2Ol2 yang mengubah jumlah alokasi pupuk
bersubsidi di Kabupaten Wonosobo;

b. bahuoa Perahrran Bupati Wonssobo Nomor 3 Tahun 2OL2
tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi (HE:D Pupuk
Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 20L2
Kabupaten Wonosobo sudah tidak sesuai dengan kebutuhan
dan perkembangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada
huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Wonosobo Nomor 3 Tahun 2AL2 tentang Alokasi dan Harga
Eceran Tertinggi (HEf) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor
Pertanian di Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2O72;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah'daeratr Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Talrun 1992 tentang Sisrcm
Budidaya Tanamaa (Lembaran Negara Republik Ind.onesia
Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Repub\k
Indonesia Nomor 3a78); .- \.

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nornor 42, Tambahan l*mbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2OA4 tentang Perkebunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2AA4 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4afil;

Mengingat



' Daerah [embarar.r lNegara Republik Indonesia Tahun 2U)4
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repuplik Indogresia
Nomor 44371 sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun ?OO8
tentang Perubahan Kedrra Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2AO4 tentang Pemerinta.han Daerah (I"embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48AAl;

6. Undang-Undang Ntrmor 33 Tahun 2AA4 Entang Perimbangan
Keuallgan Antara Pemerintah F{rsat dan Pemerintaharl Daereh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
aa38l;

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2OO9 tentang Peternakan
Dan Kesehatan Hewan {kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO9 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5O15);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang=Undangan (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Noffior 52341,

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO1 tentang Rrptrk
Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O0l Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a079l;

1o. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang
Pembagian Urusan Pemerfurtah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah KabupatenlKota, (I,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2OOB tentang
DeLonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negare
Republik Indonesia Tahun 2OOB Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

tz. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan
Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor
15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 77 Tah:un 2OOS tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi
Sebagai Barang Dalam Pengawasan;

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2OO8
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi
Jawa Tengah (Irmbaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Taliun
2OO8 Nomor 6 Seri D Nomor 12);

14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor I7/M-DAG/PER
1612A11 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk
Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;

L5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43lPermentan
/SR.t4OlSlzOll tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran
Pupuk An-Organik (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 49);

16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor TAlPertnentan
/SR.rcA/rc/2A11 tentang hrpuk Organik, Pupuk Hayati dan
Pembenihan Tanah (Berita NegaraTahun 2O11 Nomor 66al;

17. PeraturaR Menteri Pertanian Nomor 87/Petmeiltarl
/SR.13O/ L2l2At1 &ntang Kebutuhan Dan Harga Eeeran
Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Unhrk Selctor Pertanian
Tahun Anggaran 2072;



FF-

Menetapkan

18r Perahrran Gubernur Jam. Tengah Nonor 9(} Tahun 2oll
tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi HEf) Pgpuk
llersubsidi Untuk Sektor Pertanian di fuovinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2OL2 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun zAI1 Nomor 9O) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Guberrnrr Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2Al2
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 90 Tahun ?OLL tentang Alokasi dan Harga Eceran
Tertinggi (HETI Pupuk Bersubsidi untuk Sekor Pertanian di
Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2Al2 (Berita Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2AL2 Nomor 36)i

MEMUTUSI(AN :

: PERATURAN BUPATI TEI.TTANG PERUBAHAN KEUA ATAS
PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HE"T)

PUPUK BERSUBSIDI UI{TUK SE}(TOR PERTANIAN DI
KABUPATEN WONOSOBO TAHUN ANGGARAN 2012.

* 
Pasal I

Mengubah Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 3 Tahun
2ALZ tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor
Pertanian di Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2OL2 (Berita Daerah Kabupaten
Wonosobo Tahun Anggaran 2Ol2 Nomor 24) menjadi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran dan merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupatt tni mulai berlaku sejaL tanggal 3O Oktober 2AL2.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di
pada i:anggal

Wonosobs
14 Dosomber 2G12

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 1$ Desombor ZO1E

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO,

EKO SUTRISNO WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2Ol2 NOMOR 33

BUPATI WONOSOBO,
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